
 

 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR      TAHUN  2019 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MAGELANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pencatatan keuangan 

maka perlu diatur mengenai kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 

akuntansi pemerintahan; 

 b.  bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas pengaturan 

kebijakan akuntansi pada badan layanan umum daerah 

dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, 

maka Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah Berbasis Akrual perlu diganti; 

 c.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

Akrual, ketentuan mengenai kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota; 

 

 

 



 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 

Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 



 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199);  

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); 

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH.  

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Walikota adalah Walikota Magelang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 

Pemerintahan daerah. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 

dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih 

oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antarperiode, maupun antarentitas. 

12. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 

13. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah 

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 

pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 

rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan, penyusun laporan keuangan dan 

pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu 

masalah yang belum diatur secara jelas dalam 

pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 

14. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 

keuangan yang disusun secara sistematis sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

keuangan Pemerintah Daerah. 

 



BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 Pasal 2 

(1) Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka 

Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintahan.  

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan 

SAP berbasis Akrual. 

(3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan 

b. kebijakan Akuntansi akun. 

(4) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat 

penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan 

keuangan. 

(5) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas: 

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan 

Akuntansi dalam SAP; dan 

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi 

dalam SAP. 

 

 Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan 

untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antarperiode, maupun antarentitas Akuntansi.  

 

 

 

 

 



     Pasal 4 

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan 

operasional, dan beban, serta penyusunan laporan keuangan.  

 

Pasal 5 

(1) Kebijakan Akuntansi terdiri atas:  

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi; 

b. Penyajian Laporan Keuangan;  

c. Laporan Realisasi Anggaran;  

d. Laporan Arus Kas;  

e. Laporan Operasional;  

f. Catatan atas Laporan Keuangan;  

g. Akuntansi Pendapatan;  

h. Akuntansi Belanja;  

i. Akuntansi Kas dan Setara Kas; 

j. Akuntansi Piutang;  

k. Akuntansi Investasi; 

l. Akuntansi Persediaan;  

m. Akuntansi Dana Bergulir;  

n. Akuntansi Aset Tetap;  

o. Tanah; 

p. Peralatan dan Mesin; 

q. Gedung dan Bangunan; 

r. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 

s. Aset Tetap Lainnya; 

t. Konstruksi dalam Pengerjaan; 

u. Akuntansi aset lainnya;  

v. Aset Tak Berwujud; 

w. Akuntansi Kewajiban;  

x. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi 

dan peristiwa luar biasa;  

y. Laporan Keuangan konsolidasi;  

z. Pernyataan tanggung jawab kepala daerah dan kepala 

perangkat daerah. 

aa. Akuntansi BLUD 



(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 

XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini.  

 

BAB III 

PELAPORAN KEUANGAN 

 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

entitas pelaporan wajib menyusun:  

a. laporan realisasi semester pertama Anggaran 

pendapatan dan belanja yang disertai dengan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.  

b. laporan keuangan tahunan, terdiri atas:  

1. laporan realisasi anggaran;  

2. neraca;  

3. laporan arus kas;  

4. laporan operasional;  

5. laporan perubahan ekuitas;  

6. laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan  

7. catatan atas laporan keuangan.  

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

oleh SKPD selaku entitas akuntansi wajib menyusun:  

a. laporan realisasi semester pertama Anggaran 

Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.  

b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri atas:  

1. laporan realisasi anggaran;  

2. neraca;  

3. laporan operasional;  

4. laporan perubahan ekuitas; dan  

5. catatan atas laporan keuangan.  

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan BLUD  

oleh BLUD selaku entitas akuntansi, wajib menyusun 

laporan keuangan yang terdiri atas:  

 



a. laporan realisasi anggaran;  

b. neraca;  

c. laporan arus kas;  

d. laporan operasional;  

e. laporan perubahan ekuitas;  

f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan  

g. catatan atas laporan keuangan.  

 

Pasal 7 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh 

laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi 

semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.  

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan 

entitas akuntansi.  

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b dilampiri dengan:  

a. ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Umum 

Daerah;  

b. Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan.  

 

Pasal 8 

(1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang 

ditandatangani oleh Walikota.  

(2) Laporan Keuangan tahunan entitas Akuntansi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b 

disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.  

(3) Laporan keuangan entitas Akuntansi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disertai dengan 

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh 

Kepala BLUD.  

 



(4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa 

pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan 

sistem pengendalian intern yang memadai dan Akuntansi 

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah 

Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2015 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




